
                                                                                   
 
 
 
 

LAPORAN SINGKAT 
KOMISI II DPR RI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Tahun Sidang : 2016-2017 
Masa Persidangan :  I 
Rapat Ke : 17 
Jenis Rapat :  Rapat Dengar Pendapat 
Dengan :  1. Ketua KPU RI 
  2. Ketua Bawaslu RI 
  3. Dirjen Otda Kemendagri    
Sifat Rapat :  Terbuka 
Hari,Tanggal :  Sabtu, 10 September 2016 
Waktu :  Pukul 19.00 WIB s.d Selesai 
Tempat :  Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)   
Acara       : Membahas Rancangan PKPU 
Ketua Rapat :  Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI 
Sekretaris Rapat :  Drs. Nasrulloh, M.A.P/Kabagset Komisi II DPR RI  
Hadir :  17  Anggota Komisi II DPR RI 
  
I. PENDAHULUAN 

A. Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada hari Sabtu, 10 September 2016 dibuka 
pada pukul 19.35 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. H. Ahmad Riza 
Patria, MBA dan dinyatakan terbuka untuk umum. 

   
B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan pembahasan Rancangan 

PKPU 
  
C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Dirjen 

Otda Kemendagri untuk memberikan pemaparannya dan mempersilakan kepada 
Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan tanggapan dan masukan. 

 
 

II. KESIMPULAN 

 

A.  Semua masukan substansinya disepakati secara bersama, kemudian semua rumusan 
diserahkan kepada KPU. 

 
B. Terhadap Rancangan Perubahan Peraturan   KPU Sebagai berikut: 
 

1.   Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota; 

 

TERBATAS 

(Untuk Kalangan Sendiri) 
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2.   Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan 
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan 

 
3.   Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang Pemungutan dan 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota, 

 
 diserahkan kepada KPU untuk mengatur semua rumusan norma agar tidak 

bertentangan dengan UU Nomor 10 tahun 2016 
 
C. Terhadap semua hasil putusan dalam forum Rapat Dengar Pendapat agar KPU dan 

Bawaslu melakukan sinkronisasi dan penyesuaian rumusan norma dalam peraturan 
KPU. 

 

 
III. PENUTUP 

 Rapat ditutup pukul 00.40 WIB. 
 

    

   

 

 

      Jakarta, 10 September 2016 
       Wakil Ketua Komisi II DPR RI 

 

ttd 

       Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA 
     A-345 

 

  


